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Y usril

ABSTRAK

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai Hulu,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas serta untuk mengetahui eksistensi
kearifan lokal masyarakat setelah ditetapkannya aturan larangan membuka lahan
dengan cara membakar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau
sosiologis yang bersumber pada data primer yang didapatkan dari lapangan dan
didukung oleh data-data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriftif yang
menyajikan gambaran fakta secara sistematis terkait permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukan hasil bahwa: Pertama
penetapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar merupakan
suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan/atau menanggulangi
kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah berdampak secara global. Dalam
ketentuan tersebut terdapat pengeculian pembukaan lahan dengan cara membakar
berdasarkan kearifan lokal masyarakat, namun pengeculian pembukaan lahan
dengan cara membakar tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap
masyarakat sebab terjadinya inkonsistensi dalam peraturan tersebut. Kedua
terjadinya kontradiksi penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara
membakar di Desa Mantangai telah berdampak terhadap eksistensi kearifan lokal
masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai ekonomi, sosial budaya, ekologi dan
spritual.

Kata Kunci: Tinjauan Sosiologis, Larangan Membakar Lahan



RINGKASAN

Tinjauan Sosiologis Aturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar
Oleh Masyarakat Gambut di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai
Kabupaten Kapuas

(Yusril :2023, 127 hlm)

Sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan
dan/atau lahan Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai bentuk peraturan
terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Namun pada
kenyataannya semenjak aturan larangan membuka lahan diberlakukan, kebakaran
hutan dan/atau lahan masih sering terjadi baik dalam skala kecil maupun besar.
Sehingga aturan tersebut tidak efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan
dan/atau lahan tetapi justru seringkali aturan tersebut digunakan untuk
mengkriminalisasi masyarakat yang masih melakukan kegiatan membuka lahan
dengan cara membakar padahal, pelaku kesalahan utama adalah perusahaan besar,
yang mengeringkan lahan gambut dalam skala luas untuk membudidayakan
tanaman monokultur. Mayoritas penduduk di Desa Mentangai Hulu adalah etnis
Dayak dengan sub suku Dayak Ngaju, yang menerapkan model
pertanian/perladangan sistem ladang berpindah yang disertai dengan kegiatan
pembukaan lahan denga cara membakar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan
larangan membuka lahan dengan cara membakar di Desa Mantangai Hulu,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas serta untuk mengetahui eksistensi
kearifan lokal masyarakat setelah ditetapkannya aturan larangan membuka lahan
dengan cara membakar

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bertitik
tolak dari data primer yaitu diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian
lapangan. Data penelitian hukum empiris diperoleh dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Penetapan aturan larangan membuka lahan dengan cara membakar
merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah dan/atau
menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah berdampak
secara global. Dalam ketentuan tersebut terd apat pengeculian pembukaan
lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal masyarakat,
namun pengeculian pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat
memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sebab terjadinya
inkonsistensi dalam peraturan tersebut. Perbedaan tersebut terdapat pada
luasan lahan yang boleh dilakukan pembakaran, dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
10 Tahun 2010 dinyatakan bahwa luas lahan yang boleh dilakukan
pembakaran ialah maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sedangkan



dalam Perda Kalimantan Tengah lahan yang diperbolehkan untuk
dilakukan pembakaran ialah maksimal 1 (satu) hekar perkepala keluarga.
Salah satu hal mendasar lain yang menjadi perbedaan dalam aturan
tersebut ialah bahwa dalam Perda Kalteng pembakaran lahan yang
dilakukan oleh petani/peladang yang berasal dari anggota masyarakat
hukum adat harus mendapatkan izin sementara dalam Permen LH
masyarakat hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada
kepala desa.

. kontradiksi penerapan aturan larangan membuka lahan dengan cara
membakar di Desa Mantangai telah berdampak terhadap eksistensi
kearifan lokal masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai ekonomi,
sosial budaya, ekologi dan spritual. Kegiatan berladang tebas-tebang-bakar
sejak tahun 2015-2018 sudah jarang masyarakat yang melakukannya
sebab penerapan hukum aturan larangan membuka lahan dengan cara
membakar di Desa Mantangai Hulu bersifat refresif, intimidasi dan
diskriminasi hal ini terbukti dari setiap terjadi kebakaran hutan dan/atau
lahan di Desa Mantangai Hulu akan selalu masyarakat yang dituduh
sebagai pelaku pembakaran, meskipun dengan jelas lokasi terjadinya
kebakaran hutan dan/atau lahan ialah dalam lokasi perusahaan perkebunan
kelapa sawit. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui
berbagai bentuk program di Desa Mantangai Hulu pada kenyataannya
telah menimbulkan permasalahan lain terhadap masyarakat. Selain itu
program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak selaras
dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat.
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